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PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut:

1.

Pada praktik penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara selama ini, Mahkamah
Konstitusi menafsirkan bahwa sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945 meliputi sengketa antara lembaga negara
yang secara subjek memiliki constitutional importance baik bersifat langsung maupun
tidak langsung, serta secara objek merupakan kewenangan konstitusional. Lebih lanjut,
terdapat tolak ukur yang selama ini digunakan dalam menentukan pihak yang yang dapat
bersengketa di Mahkamah Konstitusi, meliputi: Pertama, para pihak yang bersengketa
haruslah mengatasnamakan lembaga negara secara in casu; Kedua, para pihak yang
bersengketa adalah lembaga negara yang diatur secara tegas maupun tidak tegas di UUD
NRI 1945 tetapi memiliki constitutional importance; Ketiga, objek yang disengketakan

harus merupakan kewenangan konstitusional.

Pola penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak
diberikan oleh UUD NRI 1945 berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia dapat
dilakukan melalui cara yuridis dan non yuridis dengan 3 (tiga) mekanisme, yakni:
Pertama, penyelesaian secara yuridis dilakukan di Mahkamah Agung dan peradilan
dibawahnya secara kasuistis dengan melihat ketersediaan hukum positif dan kompetensi
pengadilan yang mengadili perkara; Kedua, penyelesaian secara non yuridis melalui
metode alternatif penyelesaian sengketa administrasi khusus sengketa antar lembaga
administrasi mengenai kewenangan administrasi; serta Ketiga, penyelesaian secara non
yuridis melalui negosiasi politik bilamana penyelesaian sengketa belum diatur dalam
hukum positif. Kemudian, untuk mengatur penyelesaian sengketa kewenangan lembaga
negara dengan lebih komprehensif, maka dimungkinkan untuk menambahkan

kewenangan Mahkamah Agung yang bersifat open legal policy dalam undang-undang.
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5.2 Saran

Melihat permasalahan dalam penelitian ini sangat berpengaruh kepada proses

penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, yang mana saat ini belum diakomodir

secara penuh oleh hukum positif, maka Penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1.

Kepada Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI
1945, perlu dibentuk petunjuk terhadap posisi pihak yang berperkara dalam sengketa
kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi. Petunjuk tersebut dapat
diimplementasikan dan menjadi solusi untuk menjawab permasalahan banyaknya perkara
yang tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi akibat pemahaman para pihak yang
kurang akan kedudukan hukum subjek dan objek sengketa kewenangan di Mahkamah

Konstitusi.

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden selaku lembaga yang berwenang untuk
membentuk undang-undang, perlu perubahan undang-undang tentang Mahkamah Agung
yang memberikan kewenangan bagi Mahkamah Agung untuk menyelesaikan sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh UUD NRI 1945
secara komprehensif. Peraturan tersebut dapat diimplementasikan dan menjadi solusi dari
permasalahan yang timbul akibat kekosongan peraturan perundang-undangan mengenai

mekanisme penyelesaiannya sengketa kewenangan lembaga negara.
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